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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN
| PROVINSI JAMBI

No. 14, 2015 : Rctnbus1 Pengu_;lan Kcndaraan Bermotor Pcncabutan

(Penjelasan Dalam  Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 14)

PERA’I‘URAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" BUPATI SAROLANGUN,

[er:imbang' : bah'w:;a_ﬁﬁhmk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-
| . Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Pcngujian chg_laraan_ Bermotor;

engingat ' : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupatcn Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl
dan’ Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara chubhk

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dlubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang - Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi. 4
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara. Repub.ﬂ.
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik lndonesna Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm ’I‘ai'mnr

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indones;a“




tang °* o
4 Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2014 ten a:, 014 Nom®
' Dacrah (Lembnmn Ncgam Republik Indonesia T

244, Tambahan Lembaran Negara Republik
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah. tef

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub

Atas  Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 Y
1

Pemerintahan Dacrah (LCmbaran Ncgara RCPUbhk Indones

ahan KCdua
tentang

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indoncsm Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
i Pcmbenan dan Pcmanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

~ dan-. Retnbum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
- _Indonesxa Nomor 5161); . '

Dcngan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN'

e -MEMUTUSi{AN:

Menetapkan = : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

- BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal-1. .

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun - 08 e o 5
Pcmermtah Daerah adalah kepala daerah sebagax unsur penyelenggara

Pcmcrmtahan Daerah yang mcmlmpm pelaksanaan urusan pemermtahan yang

- menjadi. kewcnangan daerah otonom. s g U '\‘\ v

. Bupati adalah Bupau Sarolangun

Dinas Perhubungan yang selanjutnya dlSCbut sthub adalah Dmas Perhubungan

Kabupatcn Sarolangun : Coe : : : , "_. ;

: Kepala Dinas. adalah’ chala Dmas Pcrhubungan Kabupaten Sarolangun e B,

>




10.

11.

: menggunakaq formulir' atau telah

13.

. SKRDLB; adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 'kclcbi‘han' :
“jufilah kredit “rétribusi lebih besar

14.

" pembayaran. - atau"* ‘penyetor

% melalui tempat pembayaran yang ditunjuk ole
12, '

tr1

ang T¢

Pejabat adalan Pegawai Neger; Sipil yang diberi tugas tertentt ape

d . . N ‘"

Raerah Sesuai peraturan Pérundang-undangan yang berlaku tan daerall
etribusi Dacrah 'yang Selanjutnya disebut Retribusi adalah pungd khusué

sebagai Pembayaran gtag jasa atau pemberian izin tertentu. yang

oleh orang pribadi atgy Badan.

Jasa Umum adalan Jjasa yang diseq

‘ iakan atay diberikan oleh Pemerintah D?‘crah
untuk tuj

uan kepentingan dan kemarifaatan umurn serta dapat dinikmati oleh

agi wajib retribusi untuk- menfaatkan jasa dan’ perizinan tertentu - dari
pemerintah daerah yang bersangiutan )

Surat’ Setorarr Retxitiis; Dsierah yang selanjutnya disingkat SSRD, ‘adalah bukti
retribusi yang telah dilakukan “dengan
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
h kepala daerah.

Surat Ketetapan Retribusij Daerah, yang .éela'njutnya disingkat SKRD', adalah
surat ketetapan Tetribusi“yang ‘menentukan besarnya jumlah pokok' retribusi
yang terutang. - SN

an

Surat Ketctapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

pembayafan retribusi ka_r_éng’l Jumlah kelebihan pembaYaran retribusi karena

daripadg retribusi yang terutang ,atau
seharusnya tidak terutang, . . T |
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang ‘selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk rﬁélakukah tagihan retribusi dan/ étaq_ _sanksi‘admiriistréf/if berupa_t_iunga

dan/atau'dcﬁda. o ‘ : _ . o
BABII Ly
o .NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RE’I‘RIBUSI ‘

Pasal 2

lljéngan nama'Reb'l%l.j.Si P_enéﬁjian Kendaraan Bcr:motor,dipung“ut retribusi sebagai

\pcmbayéran atas. jasa 'pclayana'n pengujian kendaraan bermotor, termasuk

~

i

N undang’an oleh Pemerintah Daerah. '




Pasal 3 o pe ngujan i

1 | an
(1) Objek Retnbusx PengUpan Kcndaraan Bermotor - ada]ah pelay sual d ngaﬂ

€
kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air =

Dacff?m
-Llndangan yang diselenggarakan oleh Pcmcnntah alm
(2) Dikecualikan dari objek Retnbu31 Pengujian Kendaraan Bcrmotor sebag

aSl :
dimaksud pada ayat (1) adalah ‘kendaraan bermotor di atas air dengan kap
15/d2,9GT.

peraturan pcrundang

et

(.1) Subjek Retnbusn Pengujian Kcndaraan Bermotor adalah orang pnbadl atau bada_n
Yang mcnggunakan/ ‘menikmati Pelayanan pengujian kendaraan befmomr’

termasuk: kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturaﬂ Pe“mdang.
- undangan, yang dlselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan pcl'undang-Und&ngan ini dxwajlbkan untuk melakukan pcmbayaran .

Retnbus1 Retribusi. Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau
pcmotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. .

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

=TT ) Pasal 5

;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tcrmas:uk dalam Golongan Retribusi Jasa

Umum.

: BAB IV
I CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

ngkat pcnggunaan Jasa pcngujlan kendaraan bermotor dxukur berdasarkan jenis

pelayanan dan j Jcms kcndaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RE’I‘RIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ditetapkan dengan memperhatikan blaya penyedlaan jasa pcngupan kendaraan
bermotor yang mchpuu biaya pemenksaan untuk, emisi gas buang, biaya

pemeriksaaan lampu-lampu serta perlengkapan dan pcralatan lainnya, biaya
operasianal dan pemeliharaan, biaya pcnge't'dkan-nomor uji, biaya pembuatan dan

4



m
g ngan me S
lf\yn tanda vji dan segel deng ndallan at2

e
ﬂ'*p(:k keadilan dan CfcktIVltﬂS peng
pelayanan pcng,uumn kendaraan bermotor yang diberikan.

P€masangan tanda samping
’

kemampuan muqynmknt

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tanf dxtctapkan berdasarkan Jumlah Berat yang
dxpcrbolchkan '

2
(,} Struktur 'dan  besarmnya tarif retribusi = Pengujian  Kendaraan Bermotor

sebagmmana dirmaksud .pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran  yang
merupakan baglan txdak terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.

 Pasal9

(1) Tarif rctnbu31 dltlnjau kembah paling lama 3 (tiga) tahun sekah
(2) Pcmn_]auan tarif retribusi sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

* memperhaukan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) pCHCtapan tarif retnbu31 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dltetapkan dengan
Peraturan Bupau

A BAB VI ™
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wllayah pcmungutan Retrlbum Pengupan Kendaraan Bermotor adalah di Kabupaten

Sarolangun ST : S g ,

,\-‘ ) " L ) C
- - BAB VIl

PENENTUAN PEMBAYARAN TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Retnbum dxpungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lam yang

~N
\.

dlpersamakan

(2) Dokumen lain yang dlpersamakan scbagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

‘berupa karms kupon dan kartu langganan.

l(3) Hasﬂ pemungutan rctnbu31 disetor secara bruto ke Rckenmg Kas. Umum Daerah r



(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayara
(2) Pembayaran ‘retribusi tf-rutang scbagaxmunu ‘dimal

(3) Ketentuan lebih lanjut mcngcnm tata cara pcmbayaran

(1) Pcmbayaran hdak dlperkcnankan diangsur ‘atau ditunda, pembay

(2)

Pasal 12 ; /luhas.
n sccal' tun

csud pada 2y ;
kan. a
sejak dxtcrb\tkun SKRD ntnu dokumen lain yang dipersama pencﬂtuan teﬂlp
denga”

diatur
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi

Peraturan Bupatl

"t Pzisal 13
aran harus

dilunasi setelah Pelayanan objek retribusi dlbenkan g
arl
Dalam hal Wa_]lb Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau. kur

 membayar, dikenakan sanksx administrasi . bcrupa bunga sebesar 2% (dua

(3)

h persen) sctxap bulan dari retnbusn yang terutang yang tidak atau kurang bayar

dan dxtagm dengan mcnggunakan STRD : :
Keterlambatan uji berkala dlkenakan sank31 denda perbulan sebagalmana

©tercantum’ dalam angka Ihuruf f tercantum dalarn Lampu’an yang merupakan
. - baglan tidak tcrplsahk&n dari Peraturan Daerah ini. "

o

(3)
(4)

)

BAB IX.
' PENAGIHAN

Pasal 14
Pcnag1han retnbusx terutang yang tidak atau - ‘kurang bayar dl!akukan dengan
mcnggunakan STRD dan dldahulux Surat Téguran. :
Pcngcluaran Surat ‘Teguran scbagau tindakan awal pelaksanaan pena han
rctnbu31 dx]akukan setelah 7 (h.l_]uh) han sqak tanggal Jatuh tcmpo pembayaran
Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran Wa_ub Retribusi

harus melunasi retnbusn yang terutang.

Surat Tcguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlkeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk. _
Ketentuan lebih lanjut mengcnax tata cara penaglhan dan pcnerbltan Surat

,Teguran dlatur dengan Peraturan Bupau R _ - . L



BAB X i
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWA RSA'

Pasal 15

Hak untuk mel '
(1) a cﬂkukan Pu'mglhan ranbusx m(:njadl kcdaluwarsa

3
mclampam (t—lga) tahun tﬁrhlmng Sejak saat tcmtﬂngnya rcmbUSl, kcc

Wajib Retribusi melakukap, tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa pcnagm&n

tortangguh ik retribusi scbagmmana dimaksud pada “ay

a. Diterbitkan surat teguran; atay -

b. Ada pengakuan utang retnbusx dari
tidak langsung

A wajib retribusi, baik langsung rﬁa@;"pﬁn L5

(3) Dalam hal diterb; A
d ltkan surat teguran scbagaxmana dimaksud pada ayat (2) hm"lf 7

a, kcdaluwarsa penagih
an-
tersebut. - gl ‘ é‘hlmng sejak tanggal anyampman Sumt teguran

(4) Pcngakuan utan |
g rctnbusx secara langsung scbagmmana dimaksud pada ayat (2)

huruf b .
oo ada]ah WaJlb retnbum dengan kesadararmya menyatakan ma31h

mempun
pu ya1 utang reh‘lbusx dan belum melunasi kepada Pcmenntah Daerah.

(S) Pengakuan s
g utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada -

© ayat (
nund
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh. Wajlb I'Ctl‘lbl.lSl

Pasal 16

(1) Piutang retnbus: yang tidak mungkin’ d:taglh lagi karena hak untuk me]akukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dxhapuskan '

~ (2) Bupati mcnctapkan kcputusan penghapusan plutang rctnbu31 yang sudah
kedaluwarsg sebagmmana dxmaksud pada ayat (1).. -

. !

2 h .
) huruf b, dapat diketahuj ‘dari pengajuan permohonan angsuran’ atau

(3) Kctcntuan lebih lanjut mengeénai. tata cara penghapusan piutang retribusi yang -

sudah kcdaluwarsa sebagaimana dlmakSUd pada ayat (1)/dxatur dengan
Peraturan Bupan : L

BABXI
' INSENTIF PEMUNGUTAN

r Pasall?

(1) Instansi yang mc]aksanakan pcmungutan Rcmbusx Pcngujlan Kendaraan
Bermotor dapat dleI‘l mscntlf atas dasar pcncapauan kmcxja tcrtentu

+(2) Pembenan ms,enuf sebagmmana dxmaksud pada ayat. (1) dxtetapkan melal\;u
Anggaran Pehdapatan dan Belanja D-éer'a}} s '




(1)

2)

&)

BAB XII

PENYIDIKAN
. : Pasal 18 . e tertcn
Selain pejabat k
epolj eri SiP
dilingklingan pe isian  ncgara pejabat pegawai N€E yewena®®

mcnntah Daerah Kabupaten Sarolangun d1b€
penyldlk untuk melakukan penyidikan tindak P!

jian Kendaraan Bermotor. .
Wewenang penyldlk seba

a. Menerima, mcncan

idana dibid®”

gaimana dimaksud pada éyat (1) adalah :
berke d » Mengumpulkan, dan _meneliti keterangan atau
: naan

€ngan tindak pldana dlbldang Retribusi Pengujian Kendaraall

Japoran

Bermotor.

b. Meneliti, m
. encan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang fentase

kebenaran
pcrbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
: A
eminta ketcrangan dan bahan bukti dari orang schubungan dengan tindelc
ﬁp]dana d1b1dang Rctnbus1 Pengujian Kendaraan Bermotor.

.Me
meriksa buluy, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

. Melakukan pcngclcdahan untuk mcndapatkan bahan bukt pembukuan,

pencatatan dan dokumcn lain serta me]akukan penyltaan terhadap bahan
bukti tersebut, -

f. Mcmmta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldlkan

tindak. pldana RetnbUSI Pengujian Kendaraan Bermotor.
g. Menyuruh berhentl dan/ atau melarang seseorang memnggalkan ruangan atau

tempat pada saat- pcmcnksaan sedang berlangsung dan ‘memeriksa indentitas
orang,bcnda dan/atau dokumen yang dxbawa~

h.Memotret sescorang yang berkmtan dcngan tmdak p1dana Retribusi Pengujlan
Kendaraan Bcrmotor

./'
i Mcmanggll orang untuk didengar kctcrangannya dan dlpcnksa scbagau

tcrsangka atau saksi.
j Mcnghcnukan penyidikan; dan/atau ‘ .
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peny1d1kan tindak

pidana di bldang Retribusi Pcngupan Kendaraan Bermotor.

Penyidik sebagalmana dimaksud pada: ayat(l) memberitahukan dlmulamya
penyldlkan dan menyampaikan hasil - pcny1d1kannya kepada Penuntut Umum
melalui pcnyldlk pc_jabat Polisi Negara chubhk Indonesia, sesuai dcngan

ketentuan yang diatur ‘dalam Undang Undang Hukum Acara’ Pldana

BAB X]H



KETENTUAN PIDANA

BAB X1v '
- KETENTUAN PENUTUP
*Pasal20 © = f

Tahun 2001 tent'an : qu,
: RembUS“pC“gujlan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah

bupaten Saro]
Kabup olangun. Tahun ..2001 Nomor 20, Sen B, Nomor 2) beserta.

perubahannya dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

r setiap oran
Aga P & mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah.

‘dengan
ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Sarolangun

\ ] | .
Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Dcscmber 2015

BUPATI SA'ROLANGUN,’ |
) Cowd
o e | CEK ENDRA .
Diundangkan di Sarolangun )

- pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRE’I‘ARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Ctd

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 14

e

NOMOR: REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVlNSI JAMBI 14 TAHUN 2015 :

Q') Db o o v



L

Pasal 2

-Pas’al. 3

PENJELASAN

RAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMoR

N TENTANG
ETRIB _ .
'USI PENGUUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PENJ ELASAN”UMUM_M |

nem atan '
Pencmpt ) retnbUSx sebagai salah satu perwu;udan kewajiban kenegaragh

kan' i
ditegas bahwa Penempatan beban kepada rakyat scpcr‘u retribusi dan lain-

lain, -harts dltetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan

k dae h
= PaJa rah dan Tcmbu31 dacrah harus dxdasarka_n pada Peraturan Daerah

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

| Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah

bersumber Pendapatan Asli Daerah dan penenmaan bunga dana penmbangan :

- yang bersumber dari” pcndapatan dan belan_]a negara. Pendapatan Asli Daerah
‘yang antara lain adalah pajak dacrah dan retribusi daerah d1harapkan menjadl

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemermtah dan pembangunan

‘daerah, untuk memngkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, '

sehingga daerah mampu_ mc]aksanakan otonoml yaltu mampu rnengatur dan B
'/mengurus rumah’ tangganya sendiri.

—

Peraturan Daerah ini menetapkan ketentiian-ketentuan pokok yang membenkan '

pcdoman kebljakan dan arahan bagi daerah- dalam pelaksanaan pcmungutan -

pajak dan sekalxgus menetapkan pengaturan untuk men;amm penerapan

Kendaraan Bermotor.

' PASAL DEMI PASAL

Paéali Tt o _ _ _ _ . |
Cukup Jelas o o ' L |

Cukup Jelas

Cukup Jelas

: prosedur urnum I'Ctl'lbU.SL daerah khususnya mengenm Rembusx Pengujian

10
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pasal 4
cukup Jelas
pasal ®
cukup Jelas
F’alsaJ 6
cukup Jelas
pasal 7'
Cukup Jelas
pasal 8
Cukup Jelas
pasal 9 )
Cukup Jelas e
pasal 10
Cukup Jelas
' Pasal 11
Cukup Je]as. -
Pasal 12
i Cukup J elas
- Ppasal 13

Cukup Jelas oo
Pasal 15 _ " ' ' S
Cukﬁp Jelas
Pasal 16 o
~Cukup Jelas. - .
Pasal 17 N R o~
Cukup Jclas o ‘ iy - |
Pasal 8 _ _ ) /
-C'ukUp Jelas ” |
Pasal 19 |
Cukup Jelas
Pasal 20 _
/ Cukup Jelas -
- Pasal2l . o
| Cukup Je]as»

e |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nd_MQR 14

1




LAMPIRAN P

ERATURAN DA

TENTANG RETRIBUSI PEN

SRAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 14 - _?mczwmo“m . .
TANGGAL 31 ‘DESEMBER2015" P e
NGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR' )

_URAIAN: — _ lﬂmi :

JENIS PENGUJIAN URAIAN TARIF
1 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Darat :
a Jenis kendaraan yang diperoleh (JBB) . - : R -
1.]J8B dibawah 2 ton Uji Pertama Rp.65.0 perpanjangan pengujian persemester (6 bulan) Rp.50.000 |
; 5. |JBB diatas 2 ton s/d 8ton Uji Pertama Rp.75.000 perpanjangan pengujian persemester (6 bulan) %
3. /JBB diatas 8 ton s/d 14 ton Uji Pertama Rp.90.000 Perpanjangan pengujian persemester Am,mc_w:v % N
4. /JBB diatas 14 ton s/d 24 ton Uji Pertama Rp.120.000 Perpanjangan pengujian persemester (6 Bulan) %
5. |88 diatas 24 ton Uji Pertama Rp.15.0000 Perpanjangan pengujian persemester (6 Bulan) %
6. [Mobil bus Uji Pertama Rp.70.000 perpanjangan vm:mc:m:.vmqmm?mm”mﬂAm\m:_msv E
7. |[Kendarazn . : . |
5 JB3 dibawah 7 ton Uji Pertama Rp.50.000 Perpanjangan Pengujian persemester (6 Bulan)
/ | /b /58 ditas 7 ton s/d 14 ton yji Pertama Rp.65.000 Perpanjangan Pengujian persemester (6 Bulan) :
[/ [ [cJ83 Jiatas 14 tons/d 24 ton Uji Pertama Rp.85.000 Perpanjangan pPengujian persemester (6 Bulan) Rp.50.000 :
/ /d. )53 diatas 24 ton Uji Pertama Rp.100.000| Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan) % _.
/ /8. A Aobil penumpang umum (mpU) - Uji Pertama Rp.50.000 Perpanjangan pengujian persemester (6 Bulan) E U
| |9.[Keretz %m:QmDW\ﬂmBnm\m: Uji Pertama __ Rp.80.000 Perpanjangan pengujian persemester (6 Bulan) E 0
/b Formulir pengujian K : Rp.7.500 : - ‘ -
c| [penggantian buku uji ] Rp.20.000 ’ | -
d| pengzantian flat uji - ‘ B - _i Rp.7.500
e nm:wwm::.m: stiker tanda samping - : _ ‘Rp.25.000 : \
; f Keterlambatan uji berkala dikenakan sanksi s - IR ,
: { | | |Denda perbulan ; -
e m\/ | _|2.Mobilbus dan barang “Denda Perbulan Rp.10.000 B
ﬁ Aﬂ /anmwmﬁ MMM:M&ﬂm:w umum ‘»gvcv : Denda Perbulan mn.u.o.ooo
B /V.fm..,bwuwmvmrﬂmv MM.&B i \ Denda Perbulan Rp.10.000 :
; s = P \. Denda Perbulan | RpA0.000
B T == M ..
4 ‘




2|Pengujian atau Sertifikasi Keselamatan

Kendaraan Bermotor di Air

a formulir permohonan/pengujian Rp. 15.000

b sertifikasi kepemilikan kapal Rp. - — —
. Rp. -

[ pas perairan daratan r L

BUPATI SAROLANGUN,
ttd.

'CEK ENDRA




